BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR /4§ TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PELAKSANAAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA

DAN KELURAHAN DI KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin tinggi penyebaran Corona Virus Disease
2019 di daerah serta meningkatnya jumlah korban jiwa, perlu
dilakukan langkah antisipasi yang cepat, tepat dan terpadu antara
Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

b. bahwa salah satu upaya antisipasi yaitu dengan memberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan
Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Lamandau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurufa
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus
Disease 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur
Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indop€sia Nln or
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sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan yang
diatur pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020
Nomor 693), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Selama  diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat,
Pemerintah Daerah dapat membantu masyarakat yang terdampak
dengan memberi bantuan sosial yang bersifat tidak mengikat.
(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2), bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan dan
. ketersediaan anggaran atau sumbangan dari Pihak Ketiga.

(4) Mekanisme pemberian bantuan sosial berpedoman pada ketetuan
perundang-undangan vang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamandau.

~ Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal |G Jubi 203

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 202
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

IRWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 202¢. NOMOR 7{)




